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WALI KOTA PALEMBANG

PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN WALI KOTA PALEMBANG

NOMOR 2 TAHUN 2026

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI JASA UMUM

OBJEK PELAYANAN KEBERSIHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PALEMBANG,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (7)
Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota
tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Jasa Umum Objek
Pelayanan Kebersihan;

1.

2.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan
Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4851);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor S5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
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Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);

Undang-Undang Nomor 96 Tahun 2024 tentang Kota
Palembang di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 282, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7033);
Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang
Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis
Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5347);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintan Nomor 72 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka
Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6622);

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang
Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6881);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor P.74/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 Tahun 2016
tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi
dan Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Urusan
Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Urusan
Pemerintahan Bidang Kehutanan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1324j;

14. Peraturan.....
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14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017
tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang
Dinas dan Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);

15. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan
Pemerintahan Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota
Palembang Tahun 2008 Nomor 6);

16. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pengelolaan
Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah
Rumah Tangga (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun
2015 Nomor 3) sebagaimana telah beberapa kali diubah
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang
Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis
Sampah Rumah Tangga (Lembaran Daerah Kota Palembang
Tahun 2024 Nomor 2);

17.Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota
Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2016
Nomor 6) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 tentang
Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun
2025 Nomor 1);

18. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak dan
Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun
2023 Nomor 4);

19. Peraturan Walikota Nomor 72 Tahun 2018 tentang
Pengelolaan Sampah (Berita Daerah Kota Palembang Tahun
2018 Nomor 72);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA
PEMUNGUTAN RETRIBUSI JASA UMUM OBJEK PELAYANAN
KEBERSIHAN.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

Kota adalah Kota Palembang.

Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang.

Wali Kota adalah Wali Kota Palembang.

Dinas Lingkungan Hidup adalah Dinas Lingkungan Hidup

Kota Palembang.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup adalah Kepala Dinas

Lingkungan Hidup Kota Palembang.

6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di
bidang perpajakan dan/atau retribusi daerah sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

F RN

@

7. Retribusi.....
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Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai
pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu
yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh
Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi
atau Badan.

Retribusi adalah retribusi jasa umum objek pelayanan
kebersihan.

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan
yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa,
dan/atau perizinan.

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang
menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan
untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk
pemungut retribusi tertentu.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang
merupakan kesatuan, baik yang melakukan wusaha
maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi
perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan
lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik
daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan
dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana
pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi
massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya,
lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak
investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat
BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja
perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat
daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam
memberikan pelayanan kepada masyarakat yang
mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan
sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan
keuangan daerah pada umumnya.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya
disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang
menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang
terutang.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang
selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan
Retribusi yang menentukan jumlah  kelebihan
pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi
lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau
seharusnya tidak terutang.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang
selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan
Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran
Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar daripada
Pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya
disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan
Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga
dan/atau denda.

17. Pembayaran.....
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Pembayaran Retribusi Daerah adalah besarnya kewajiban
Daerah harus dipenuhi oleh Wajib Retribusi sesuai
dengan SKRD dan STRD ke Kas Daerah atau ketempat
lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah
ditentukan.

Penagihan Retribusi Daerah adalah serangkaian kegiatan
pemungutan Retribusi Daerah yang diawali dengan
penyampaian Surat Peringatan, Surat Teguran Kepada
yang bersangkutan untuk melaksanakan kewajiban
membayar Retribusi.

Kas Umum Daerah adalah Kas Pemerintah Kota
Palembang.

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun
dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang
dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan
suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan
pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah dan/atau untuk
tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan
peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah
adalah serangkaian Tindakan yang dilakukan oleh
Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut
Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang
dengan bukti itu membuat terang Tindak Pidana di bidang
Retribusi Daerah.

Timbunan Sampah adalah banyaknya sampah yang
timbul dari masyarakat dalam satuan volume maupun
perkapita, perhari, atau perluas bangunan atau
perpanjangan jalan.

Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis,
menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi
pengurangan dan penanganan sampabh.

Pengurangan Sampah adalah kegiatan pembatasan
timbulan sampah, pendauran ulang sampah, dan
pemanfaatan kembali sampah.

Penanganan Sampah adalah kegiatan pemilahan dalam
bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai
dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah.

Tempat Penampungan Sementara Sampah yang
selanjutnya disingkat TPS Sampah adalah tempat
sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang,
pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah
terpadu.

Tempat Pengolahan Sampah dengan prinsip mengurangi
(reduce) mengguna ulang (reuse), dan mendaur ulang
(recycle) yang selanjutnya disebut TPS 3R adalah tempat
dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan,
penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
Tempat Pemrosesan Akhir Sampah yang selanjutnya
disingkat TPA Sampah adalah tempat untuk memproses
dan mengembalikan sampah ke media lingkungan.
Pemilahan adalah kegiatan mengelompokkan dan
memisahkan sampah sesuai dengan jenis.

30. Pengumpulan.....



30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

=il =

Pengumpulan adalah  kegiatan mengambil dan
memindahkan sampah dari sumber sampah ke tempat
penampungan sementara atau tempat pengolahan
sampah dengan prinsip mengurangi (reduce), mengguna
ulang (reuse), dan mendaur ulang (recycle).

Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang selanjutnya
disingkat PSU adalah kelengkapan fisik untuk
mendukung terwujudnya perumahan yang sehat, aman
dan terjangkau.

Kawasan Perumahan dan Permukiman adalah kawasan
yang pemanfaatannya untuk perumahan dan berfungsi
sebagai tempat tinggal atau lingkungan hunian yang
dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan.
Kawasan Perdagangan Barang/Jasa adalah kawasan yang
diperuntukkan bagi kegiatan perdagangan barang/jasa,
yang mampu mendatangkan keuntungan bagi pemiliknya
dan memberikan nilai tambah pada satu kawasan
perkotaan.

Kawasan Pusat Kota (Central Bussiness District) adalah
kawasan tempat pemusatan kegiatan usaha perdagangan
dan/atau jasa yang dilengkapi dengan sarana dan
prasarana penunjang.

Kawasan Agropolitan adalah kawasan yang terdiri atas
satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perkotaan
sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan
sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya
keterkaitan fungsional dan hierarki ke ruangan satuan
sistem permukiman dan sistem agro bisnis.

Kawasan Pengembangan Ekonomi adalah kawasan yang
memiliki potensi untuk cepat tumbuh dan/atau
mempunyai sektor unggulan yang dapat menggerakkan
pertumbuhan ekonomi di wilayah sekitarnya dan/atau
memiliki potensi pengembalian investasi yang besar.
Kawasan = Perkantoran adalah  kawasan  untuk
pengembangan kegiatan pelayanan pemerintahan dan
tempat bekerja/berusaha yang dilengkapi fasilitas umum
serta sosial.

Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan
kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan
prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola
oleh perusahaan kawasan industri yang telah memiliki
izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan
tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui
bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
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BAB 11
RUANG LINGKUP, ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Wali Kota ini, terdiri atas:

Pelayanan Kebersihan diselenggarakan berdasarkan asas:

FCOE BRSO Q0o
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objek dan subjek Retribusi;

golongan dan tarif Retribusi;

prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi;
tata cara pembayaran dan pemungutan Retribusi,
pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi;
pengembalian kelebihan pembayaran;

tata cara penagihan terutang;

kedaluwarsa penagihan;

pembukuan dan pemeriksaan,;

insentif pemungutan; dan

sanksi administratif.

Pasal 3

tanggung jawab;
berkelanjutan;
manfaat;

keadilan;
kesadaran;
kebersamaan;
keselamatan;
keamanan;

nilai ekonomi; dan
kearifan lokal.

Pasal 4

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan untuk memberikan
pedoman dalam melakukan tata cara pemungutan Retribusi
Jasa Umum Objek Pelayanan Kebersihan.

Pasal 5

Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk:
meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas

a.

e o

lingkungan di Kota;

meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melakukan

penanganan sampah;
memanfaatkan sampah sebagai sumber daya; dan

meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan

sampabh.

BAB III

.....
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BAB III
OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 6

(1) Obyek Retribusi Jasa Umum Objek Pelayanan Kebersihan
yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota, meliputi:
a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumber ke
lokasi pembuangan sementara;
b. pengangkutan sampah dari pembuangan sementara ke
lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah; dan
c. penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir
sampah.
(2) Dikecualikan dari obyek Retribusi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) adalah pelayanan kebersihan jalan umum,
taman, tempat ibadah, sosial dan tempat umum lainnya.

Pasal 7

Subyek Retribusi adalah setiap orang atau badan yang
menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum, pelayanan
persampahan/kebersihan, dan penyediaan dan penyedotan
kakus.

BAB IV
GOLONGAN DAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

Pelayanan Kebersihan digolongkan sebagai Retribusi Jasa
Umum.

Pasal 9

Struktur dan besaran Retribusi Jasa Umum Objek Pelayanan
Kebersihan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

BAB YV
PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 10

(1) Tarif Retribusi dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga)
tahun sekali.

(2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga
dan perkembangan perekonomian tanpa melakukan
penambahan objek Retribusi Jasa Umum.

Pasal 11

Retribusi yang terutang dipungut dalam daerah tempat
pelayanan jasa dan fasilitas yang diberikan.
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BAB VI

TATA CARA PEMBAYARAN DAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 12

(1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi

sekaligus dimuka.

(2) Retribusi yang terutang dilunasi pada saat diterbitkan

SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 13

(1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau

dokumen lain yang dipersamakan.

(2) Hasil pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) disetor ke Kas Umum Daerah.

Pasal 14

Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis retribusi
diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan
langsung dengan penyelenggaraan pelayanan bersangkutan.

(1)

(2)
(3)

(4)

(5)

(6)

Pasal 15

Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya
kepada Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD
atau dokumen lain yang dipersamakan.

Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa
Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling
lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali
jika Wajib Retribusi dapat menunjukan bahwa jangka
waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar
kekuasaannya.

Pengajuan keberatan tidak menghilangkan kewajiban
membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan
Retribusi.

Wali Kota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan
sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi
keputusan atas keberatan yang diajukan dengan
menerbitkan keputusan keberatan.

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah
untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib
Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi
Keputusan oleh Wali Kota.

Keputusan Wali Kota atas keberatan dapat berupa
menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau
menambah besarnya Retribusi yang terutang.

Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) telah lewat dan Wali Kota tidak memberi suatu
keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap
dikabulkan.

Pasal 16.....
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Pasal 16

(1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau
seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan
dengan ditambah bunga sebesar 0,6% (nol koma enam
persen) per bulan untuk paling lama 12 bulan (dua belas)
bulan.

(2) Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak
bulan pelunasan sampai dengan ditertibkannya SKRDLB.

BAB VI
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN
RETRIBUSI

Pasal 17

(1) Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan
pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.

(2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan
Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan
memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.

(3) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan
pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

BAB VII
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 18

(1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Pajak atau
Wajib  Retribusi dapat mengajukan permohonan
pengembalian kepada Wali Kota atau Kepala Perangkat
Daerah.

(2) Wali Kota atau Kepala Perangkat Daerah dalam jangka
waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya
permohonan  pengembalian  kelebihan  pembayaran
Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus
memberikan keputusan.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
telah dilampaui dan Wali Kota atau Kepala Dinas
Lingkungan Hidup tidak memberikan suatu keputusan,
permohonan  pengembalian  pembayaran  Retribusi
dianggap dikabulkan dan SKPDLB atau SKRDLB harus
diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

(4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai Utang Retribusi
lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk
melunasi terlebih dahulu utang Retribusi lainnya.

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam
jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak
diterbitkannya SKPDLB atau SKRDLB.



(6)

(1)
(2)

(3)

(2)

(3)

(4)

)

<11 »

Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi
dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Wali Kota atau
Kepala Dinas Lingkungan Hidup memberikan imbalan
bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan atas
keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran
Retribusi.

BAB VIII
TATA CARA PENAGIHAN TERUTANG

Pasal 19

Penagihan  Retribusi terutang dilakukan dengan
menggunakan SKRD dengan didahului Surat Teguran.
Pengeluaran Surat Teguran sebagai awal tindakan
pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan segera
setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dikeluarkan oleh Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk.

BAB IX
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 20

Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi
kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun
terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika
Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang
Retribusi.
Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tertangguh jika:
a. diterbitkan Surat Teguran; atau
b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi,
baik langsung maupun tidak langsung.
Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan
dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi
dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai
utang Retribusi dan belum melunasinya kepada
Pemerintah Kota.
Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b,
dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran
atau penundaan pembayaran angsuran atau penundaan
pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib
Retribusi.
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Pasal 21

Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena
hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa
dapat dihapuskan.

Wali Kota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang
Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1).

BAB X
PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 22

Wali Kota berwenang melakukan pemeriksaan untuk
menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam
rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan
yang mengatur tentang Retribusi.

Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:

a. memperhatikan dan/atau meminjamkan buku atau
catatan, dokumen lain yang berhubungan dengan
obyek Retribusi yang terutang;

b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau
ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan
guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau

c. memberikan keterangan yang diperlukan.

BAB XI
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 23

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada
waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi
administratif berupa bunga 1 % (satu persen) setiap bulan
dari Retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan
ditagih dengan menggunakan STRD dihitung dari tanggal
jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal
pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh
empat) bulan.

Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.
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BAB XII
PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar  setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan  Peraturan Wali Kota ini, dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal !4 Janvart’ 2026
WALI KOTA PALEMBANG,

7.

RATU'DEWA

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 14/ Janvari 2026
SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG,

ool

APRIZAL HASYIM
BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2026 NOMOR 2





